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ABSTRACT 
Narcotics crime is one of the special crimes which is also specifically regulated through Law Number 35 of 
2009 concerning Narcotics, in other words it is regulated outside the Criminal Code. In deciding a narcotics 
crime, the judge will consider certain matters in accordance with the relevant law and make a decision in 
accordance with his belief in upholding a just law. The type of research used is normative legal research. The 
most relevant approach is the case approach by examining cases of court decisions that also have permanent 
legal force (inkraht). The sources of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials 
using library research collection techniques, as well as analytical techniques in this legal research which are 
deductive in nature using the syllogistic method. The results of the study show that the judge's consideration 
in imposing a sentence below the special minimum can use several benchmarks such as looking at the age of 
the defendant who is underage or elderly, the involvement of the defendant in a narcotics crime, the weight of 
narcotics evidence obtained from the defendant, and the possibility of the defendant repeating the crime. The 
legal consequence of imposing sanctions below the specific minimum on the application of the binding 
persuasive of precedent principle is related to aspects of justice, namely that it will open up the possibility of 
causing criminal disparities which in the end the convict will feel injustice and become a victim of 
discrimination in law enforcement. 
Keywords: Narcotics, Special Minimum Penalties, the Persuasive Binding of Precedent. 

ABSTRAK 

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang juga secara 
khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan 
kata lain diatur di luar KUHP. Dalam memutus tindak pidana narkotika, hakim akan 
mempertimbangkan hal-hal tertentu sesuai dengan undang-undang terkait dan mengambil 
keputusan sesuai dengan keyakinannya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang paling 
relevan adalah pendekatan kasus (case approach) dengan melakukan telaah terhadap kasus atas 
putusan pengadilan yang juga telah berkekuatan hukum tetap (inkraht). Sumber bahan 
hukumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik 
pengumpulan studi kepustakaan, serta teknik analisis dalam penelitian hukum ini bersifat 
deduktif dengan menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
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pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dapat 
menggunakan beberapa tolak ukur seperti melihat usia terdakwa yang di bawah umur atau 
lanjut usia, keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika, berat barang bukti 
narkotika yang diperoleh dari terdakwa, dan kemungkinan terdakwa mengulangi tindak 
pidananya tersebut. Konsekuensi hukum penjatuhan sanksi di bawah minimum khusus atas 
penerapan asas the binding persuasive of precedent berkaitan dengan aspek keadilan yakni akan 
terbuka kemungkinan menyebabkan disparitas pidana yang pada akhirnya terpidana 
tersebut akan merasakan ketidakadilan dan menjadi korban dari diskriminasi penegakan 
hukum. 
Kata Kunci: Narkotika, Pidana Minimum Khusus, the Binding Persuasive of Precedent. 

PENDAHULUAN 

Narkotika merupakan zat adiktif yang telah ada sejak dulu, begitu pula 
penggunaannya. Pada dasarnya, narkotika tidak sepenuhnya hanya terarah kepada dampak 
negatif. Akan tetapi memiliki kedudukan yang juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, 
diantaranya narkotika juga berguna bagi bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. 
Sementara narkotika yang dimanfaatkan semata-mata untuk kesenangan manusialah yang 
berdampak negatif dan menimbulkan masalah sosial. Pemerintah Indonesia pun sebenarnya 
telah mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan 
dari adanya narkotika, seperti membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut 
diharapkan mampu menertibkan masyarakat sekaligus memberi peringatan kepada para 
pengguna, pembeli, serta pengedar narkotika agar sadar adanya sanksi yang berat, yang salah 
satu diantaranya yakni sanksi pidana penjara.  

Bentuk dari tindak pidana narkotika cukup beragam, tidak hanya berupa 
penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga dalam bentuk peredaran gelap jual beli narkotika 
yang tentu secara langsung maupun tidak langsung mengkaitkan kejahatan tersebut dengan 
orang lain selain dirinya. Atas dasar hal tersebut, konsekuensinya adalah siapapun yang 
melakukan tindak pidana narkotika akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika memiliki kekhususan tersendiri yang diantaranya mempergunakan aturan 
terkait ketentuan pidana minimum khusus dalam menetapkan sanksi. Michael Barama 
mengutarakan makna tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri di 
luar KUHP, sehingga memiliki ketentuan khusus dalam hukum acara pidananya. KUHP 
sendiri sejak dahulu menentukan bahwa pidana minimum umum berjangka 1 (satu) hari 
yang berlaku bagi semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP baik kejahatan 
maupun pelanggaran, dan lamanya pidana maksimum umum 15 (limabelas) tahun penjara 
sampai 20 (duapuluh) tahun dalam hal pemberatan, serta pidana maksimum khusus sesuai 
dengan ancaman sanksi yang diatur dalam tiap-tiap pasal. Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam tindak pidana diluar KUHP, sehingga 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal-hal yang berbeda 
dengan apa yang diatur dalam KUHP.  

Ketentuan terkait pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika diperbolehkan karena jauh sebelum itu dalam Pasal 103 KUHP 
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pun telah ditegaskan yang pada pokoknya bahwa undang-undang di luar KUHP dapat pula 
mengatur atau menentukan hal-hal khusus dan dalam hal ini salah satu diantaranya adalah 
terkait ketentuan pidana minimum khusus yang biasa dipergunakan dan ditentukan masing-
masing dalam undang-undang tindak pidana khusus, tak terkecuali Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.1 Dengan adanya peraturan perundang-undangan 
tersebut, maka hakim pun wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam 
undang-undang termasuk juga mengenai penjatuhan pidana minimum.2 Meskipun 
demikian, hakim tidak dapat dikatakan secara mutlak sebagai corong undang-undang karena 
hakim pun harus menemukan hukum dalam menangani suatu perkara maupun menggali 
nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. 

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pada tindak pidana khusus yang 
memiliki ketentuan tersendiri tentang pidananya harus menjatuhkan pidana yang sesuai, 
baik sama atau lebih dari ketentuan minimum khususnya. Hal tesebut perlu ditekankan 
mengingat bahwa negara Indonesia menganut asas the binding persuasive of precedent yang 
merupakan salah satu bentuk asas kebebasan hakim di negara civil law, yang berarti dalam 
hal ini hakim tetap terikat pada undang-undang dan dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas mengatur pidana minimum khusus dalam 
penjatuhan hukumannya. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana, 
namun ada pula ketentuan pidana minimum khusus. Oleh karena itu, apabila dipadukan 
antara kedua hal tersebut, yakni kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah 
ketentuan minimum khusus berdasarkan penerapan asas the binding persuasive of precedent 
nantinya akan menimbulkan pendapat-pendapat yang beragam dari pihak-pihak tertentu 
perihal putusan yang dihasilkan berkaitan dengan aspek keadilan. Oleh karena itu, penelitian 
ini mencoba untuk mengkaji mengenai penjatuhan sanksi pidana di bawah minimum khusus 
pada perkara narkotika oleh hakim yang menerapkan asas the binding persuasive of precedent, 
yang kemudian dikaitkan dengan aspek keadilan dengan merumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 

 Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah 
minimum khusus atas penerapan asas the binding persuasive of precedent pada perkara 
narkotika?  

 Bagaimana konsekuensi hukum penjatuhan sanksi di bawah minimum khusus atas 
penerapan asas the binding persuasive of precedent berkaitan dengan aspek keadilan? 

METODE 

Jenis penelitia ln ya lng diguna lka ln oleh peneliti untuk penulisa ln hukum ini a lda lla lh 
penelitia ln hukum norma ltif ya lng dila lkuka ln denga ln ca lra l mempela lja lri serta l meneliti ba lha ln 
hukum primer da ln ba lha ln hukum sekunder.3 Pendeka lta ln ya lng pa lling releva ln a lda lla lh 

                                                           
1 Dayang Debby Aulia Hakim, dkk., ‘Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent di Bawah 

Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotia’, Risalah Hukum, 17.2, (2021), 85-97 < 

https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.632 > 
2Adi Kusyandi dan Saefullah Yamin, ‘Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas yang Mencerminkan 

Rasa Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Yustitia, 9.1, (2023), 122-132 <  
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3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi), Jakarta: Prenada Media Group, (2013), 55-56. 
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pendeka lta ln ka lsus (ca lse a lpproa lch) dika lrena lka ln peneliti mela lkuka ln tela la lh terha lda lp ka lsus a lta ls 
putusaln penga ldila ln ya lng juga l tela lh berkekua lta ln hukum teta lp (inkra lht). Selalin itu, ka ljialn 
pokok menurut pendeka lta ln ka lsus a lda lla lh ra ltio decicendi a lta lu rea lsoning, ya litu da lri pertimba lnga ln 
pengaldila ln hingga l putusa ln.4 Sumber ba lha ln hukumnya l ya litu ba lha ln hukum primer da ln 
ba lha ln hukum sekunder. Ba lha ln hukum primer terdiri da lri Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum 
Pida lnal (KUHP), Unda lng-Unda lng Nomor 35 Ta lhun 2009 tenta lng Na lrkotika l, da ln Unda lng-
Unda lng Nomor 48 Ta lhun 2009 tenta lng Kekua lsa la ln Keha lkima ln. Sementa lra l ba lha ln hukum 
sekundernya l ia lla lh buku-buku, jurna ll-jurna ll hukum, a lrtikel, da ln ba lha ln ya lng bera lsa ll da lri 
medial internet, serta l sumber la linnya l ya lng berguna l mendukung penelitia ln ini. Teknik 
pengumpula ln ba lha ln hukum ya lng diguna lka ln oleh peneliti ya litu studi kepusta lka la ln, serta l 
teknik a lna llisis da lla lm penelitia ln hukum ini bersifa lt deduktif denga ln mengguna lka ln metode 
silogisme. Menurut Philipus M. Ha ldjon seba lga lima lna l dikutip oleh Peter Ma lhmud Ma lrzuki, 
da lla lm logika l silogistik untuk pena lla lra ln hukum ya lng merupa lka ln premis ma lyor a lda lla lh a ltura ln 
hukum, seda lngka ln premis minornya l a lda lla lh fa lkta l hukum.5 

HASIL DAN DISKUSI 

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana di 
Bawah Minimum Khusus atas Penerapan Asas the Binding 
Persuasive of Precedent pada Perkara Narkotika 

Ha lkim merupa lka ln peja lba lt nega lra l ya lng diberi kewena lnga ln oleh unda lng-unda lng untuk 
memeriksa l, memutus, da ln menga ldili. Keduduka ln ha lkim seba lga li pemberi kea ldila ln 
menjaldika lnnya l memiliki kua lsa l da lla lm persida lnga ln, sehingga l ha lkim da lla lm menja ltuhka ln 
putusaln kepa lda l terda lkwa l tida lk da lpa lt diintervensi piha lk la lin da ln ha lnya l berda lsa lrka ln 
keya lkina ln ya lng ia l miliki ta lnpa l menga lba lika ln pera ltura ln perunda lng-unda lnga ln ya lng berla lku.6 
Ha ll tersebut seba lga lima lna l terca lntum da lla lm Pa lsa ll 24 Unda lng-Unda lng Da lsa lr Nega lra l 
Republik Indonesia l ya lng menya lta lka ln ba lhwa l, “Kekua lsa la ln keha lkima ln merupa lka ln 
kekualsa la ln ya lng merdeka l untuk menyelengga lra lka ln pera ldila ln guna l menega lkka ln hukum da ln 
kea ldila ln”. Ha ll tersebut juga l kemba lli dipertega ls mela llui Unda lng-Unda lng Nomor 48 Ta lhun 
2009 tenta lng Kekua lsa la ln Keha lkima ln. Kemudia ln, ha lsil da lri pertimba lnga ln ha lkim ya lng 
mengha lsilka ln sua ltu putusa ln ha lkim a lta lu bia lsa l disebut juga l denga ln putusa ln penga ldila ln 
merupa lka ln pernya lta la ln ha lkim ya lng diuca lpka ln pa lda l sida lng penga ldila ln terbuka l ya lng ha lsilnya l 
da lpa lt berupa l pemida lna la ln, beba ls, a lta lupun lepa ls da lri sega lla l tuntuta ln hukum. Ha lkim da lla lm 
menjaltuhka ln putusa ln a lka ln mela llui proses pertimba lnga ln da ln penila lia ln ha lkim terlebih 
da lhulu ya lng pa lda l pokoknya l berla lnda lska ln pa lda l da lkwa la ln Ja lksa l Penuntut Umum, a lla lt bukti 
ya lng sa lh menurut unda lng-unda lng a lta lupun sya lra lt objektif ma lupun subjektif la linnya l ya lng 
dibenalrka ln unda lng-unda lng. Bisma lr Sirega lr menya lta lka ln ba lhwa l ma lhkota l ha lkim terleta lk 
pa lda l pertimba lnga ln hukumnya l ka lrena l pertimba lnga ln hukum da lla lm putusa ln ha lrus voldoende 

                                                           
4 Ibid., hlm 134. 
5 Ibid., hlm. 89-90. 
6 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 

(2010), 125. 
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gemoyiveerd, ba lhka ln goed gemotiveerd.7 Pertimba lnga ln ha lkim da lla lm penga lmbila ln putusa ln 
dida lsalrka ln pa lda l a lspek yuridis da ln a lspek non yuridis, ya lkni seba lga li berikut. 
Pertimbangan yang Bersifat Yuridis. Pertimba lnga ln ya lng bersifa lt yuridis merupa lka ln 
pertimba lnga ln ha lkim denga ln berda lsa lr pa lda l fa lkta l-fa lkta l yuridis ya lng terungka lp da lla lm 
persida lnga ln, serta l dia ltur oleh unda lng-unda lng seba lga li ha ll-ha ll ya lng ha lrus dimua lt di da lla lm 
putusaln.8 Pertimba lnga ln yuridis juga l da lpa lt dia lrtika ln seba lga li pembuktia ln da lri unsur-unsur 
sua ltu tinda lk pida lna l guna l menemuka ln titik tera lng mengena li perbua lta ln terda lkwa l tela lh sesua li 
da ln memenuhi unsur-unsur tinda lk pida lna l ya lng dida lkwa lka ln oleh penuntut umum a lta lu 
tida lk.  
Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis. Pertimba lnga ln ya lng bersifa lt non yuridis da lpa lt 
juga l disebut denga ln pertimba lnga ln sosiologis ka lrena l ha lkim a lka ln meliha lt serta l 
mempertimba lngka ln da lri sisi da lmpa lk ya lng ditimbulka ln a lkiba lt perbua lta ln terda lkwa l da ln sisi 
kondisi terda lkwa l. Da lla lm Pa lsa ll 5 a lya lt (1) Unda lng-Unda lng Nomor 48 Ta lhun 2009 Tenta lng 
Kekualsa la ln Keha lkima ln disebutka ln ba lhwa l ha lkim wa ljib mengga lli, mengikuti, da ln 
memalha lmi nila li-nila li hukum da ln ra lsa l kea ldila ln ya lng hidup di da lla lm kehidupa ln ma lsya lra lka lt. 
Oleh ka lrena l itu, seora lng ha lkim da lla lm menja ltuhka ln putusa ln da lpa lt berda lsa lrka ln pa lda l nila li-
nila li hukum ya lng a lda l di ma lsya lra lka lt, teta lpi ha lkim juga l diperbolehka ln untuk berpa lnda lnga ln 
pa lda l yurisprudensi da ln doktrin pa lra l a lhli hukum.9 Pertimba lnga ln ha lkim dida lsa lrka ln a lta ls 
fa lkta l-fa lkta l hukum ya lng a lda l da lla lm persida lnga ln guna l mengeta lhui a lpa lka lh terda lkwa l terbukti 
bersa lla lh sesua li ya lng dida lkwa lka ln kepa lda lnya l denga ln mempertimba lngka ln da lkwa la ln penuntut 
umum, serta l ha lkim diberi kebeba lsa ln untuk menila li sendiri da ln menja ltuhka ln sa lnksi ya lng 
sesua li denga ln putusa ln ya lng dita lnga lninya l. Ha ll tersebut dima lksudka ln a lga lr putusa ln tersebut 
lebih bersifa lt objektif. Alka ln teta lpi, kebeba lsa ln ha lkim untuk menila li da ln menja ltuhka ln sa lnksi 
pun ha lrus teta lp berpedoma ln pa lda l pera ltura ln da ln unda lng-unda lng ya lng berla lku demi 
tercipta lnya l sua ltu kea ldila ln.  

Sela lin itu, Sudikno Mertokusumo menguta lra lka ln ba lhwa l nega lra l Indonesia l menga lnut 
a lsa ls the persua lsive of precedent seba lga lima lna l nega lra l-nega lra l civil lalw menga lnutnya l. 
Memberla lkuka ln a lsa ls the persua lsive of precedent bera lrti memberika ln ha lkim kebeba lsa ln da lla lm 
memutus sua ltu perka lra l, teta lpi tida lk seca lra l penuh ka lrena l ha lkim berpedoma ln pa lda l unda lng-
unda lng. Menurut a lsa ls ini, ha lkim tida lk terika lt pa lda l putusa ln ha lkim terda lhulu sehingga l ha lkim 
da lpa lt menja ltuhka ln putusa ln berdalsa lrka ln keya lkina ln ha lti nura lninya l sendiri, denga ln 
ketentua ln putusa ln ya lng dia lmbil tida lk sewena lng-wena lng, ha lrus konstitusiona ll, serta l 
berda lsa lrka ln a lla lt bukti ya lng sa lh menurut hukum.10 Sementa lra l itu, terka lit kekua lta ln mengika lt 
yurisprudensi di Indonesia l, Z. Alsikin Kusuma la ltma ldja l berpenda lpa lt ba lhwa l ha l tersebut 
bersifalt “persua lsive precedent” ya lng malna l ha lkim tida lk terika lt pa lda l pera ldila ln ba lwa lha ln terha lda lp 
sua ltu yurisprudensi seba lga lima lna l berla lku pa lda l sistem hukum Eropa l Kontinenta ll, begitu 

                                                           
7 Yohan Mahmud, dkk, ‘Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto atas 

Kasus Persetubuhan terhadap Anak’, SIGn Jurnal Hukum, 1.1, (2019), 56. < https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37 

> 
8 Nurhafifah dan Rahmiati, ‘Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan 

dan Meringankan Putusan’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 17.2, (2015), 347. 
9 S.M. Amin, Hukum Acara Peradilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, (2009), 41. 
10 Anggara Suryanagara, ‘Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang 

Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2015/PN. Sim)’. Tesis Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara, 

4.2, (2016). < http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/36252 > 
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pula l Indonesia l.11 Oleh ka lrena l itu, da lpa lt dika lta lka ln ba lhwa l seora lng ha lkim memiliki 
kebeba lsa ln da lla lm menja ltuhka ln putusa ln ka lrenal tida lk a lda l ketentua ln a lta lu kewa ljiba ln ya lng 
mengha lruska ln seora lng ha lkim untuk mengikuti putusa ln sebelumnya l. Alka ln teta lpi, putusa ln 
terda lhulu bia lsa lnya l a lka ln dija ldika ln pertimba lnga ln seba lga li pa lnda lnga ln da ln a lla lsa ln diba llik 
putusaln tersebut dija ltuhka ln. Da lla lm menja ltuhka ln putusa ln, ha lkim tida lk sela llu memiliki 
sua ltu pa lnda lnga ln a lta lupun prinsip ya lng sa lma l. Di sa ltu piha lk, terda lpa lt ha lkim ya lng 
mengika ltka ln dirinya l a lga lr sela llu pa ltuh da ln berpedoma ln pa lda l pera ltura ln perunda lng-
unda lnga ln, sehingga l ha lsil putusa ln ha lkim tersebut pa lsti sesua li denga ln unda lng-unda lng 
terka lit. Sementa lra l di piha lk la lin, terda lpa lt ha lkim ya lng berda lsa lrka ln kebija lksa lna la lnnya l 
menjaltuhka ln pida lna l di ba lwa lh minimum khusus setela lh ia l mempertimba lngka ln bebera lpa l 
fa lktor, seperti ha llnya l fa lktor ya lng meringa lnka ln terda lkwa l.  

Oleh ka lrena l itu, a lpa lbila l dika litka ln denga ln penera lpa ln a lnca lma ln pida lna l minimum 
khusus, ma lka l ha lkim ha lrus menera lpka ln ba lta ls a lnca lma ln pida lna l minimum khusus sesua li 
dengaln a lpa l ya lng tela lh di a ltur da lla lm pera ltura ln perunda lng-unda lnga ln. Perumusa ln pida lna l 
ya lng berla lku da lla lm hukum positif Indonesia l pa lda l da lsa lrnya l dia ltur da lla lm KUHP, 
seba lgalima lna l terca lntum da lla lm Pa lsa ll 12 a lya lt (2) mengena li pida lna l penja lra l da ln da lla lm Pa lsa ll 
18 a lyalt (1) mengena li pida lna l kurunga ln. Da lla lm KUHP seba lga lima lna l terca lntum da lla lm kedua l 
pa lsa ll tersebut da lpa lt diketa lhui ba lhwa l seca lra l umum ketentua ln pida lna l minimum a lda lla lh 1 
(sa ltu) ha lri. Sementa lra l, terka lit pida lna l minimum khusus ya lng diberla lkuka ln untuk tinda lk 
pida lnal khusus dia ltur da lla lm unda lng-unda lng khusus ya lng bera lrti di lua lr KUHP. Terka lit ha ll 
tersebut, KUHP juga l tela lh menjela lska ln mela llui Pa lsa ll 103 KUHP ba lhwa l unda lng-unda lng di 
lua lr KUHP da lpa lt sa lja l menga ltur mengena li ha ll-ha ll khusus (specia ll rules).12 

Sa lnksi pida lna l minimum khusus merupa lka ln sa lnksi ya lng ha lnya l terda lpa lt da lla lm unda lng-
unda lng khusus ya lng menga ltur tinda lk pida lna l tertentu. Sa lla lh sa ltu unda lng-unda lng ya lng 
menera lpka ln sa lnksi pida lna l minimum khusus ia lla lh Unda lng-Unda lng Nomor 35 Ta lhun 2009 
tenta lng Na lrkotika l, seperti sa lla lh sa ltunya l da lla lm Pa lsa ll 112 alya lt (1) ya lng menya lta lka ln ba lhwa l, 
“Setialp ora lng ya lng ta lnpa l ha lk alta lu mela lwa ln hukum memiliki, menyimpa ln, mengua lsa li, a lta lu 
menyedia lka ln Na lrkotika l Golonga ln I buka ln ta lna lma ln, dipida lna l denga ln pida lna l penja lra l pa lling 
singkalt 4 (empa lt) ta lhun da ln pa lling la lma l 12 (dua l bela ls) ta lhun da ln pida lna l denda l pa lling 
sedikit Rp800.000.000,00 (dela lpa ln ra ltus juta l rupia lh) da ln pa lling ba lnya lk Rp8.000.000.000,00 
(dela lpa ln milia lr rupia lh)”. Da lla lm pa lsa ll tersebut, tela lh dia ltur pida lna l minimum khususnya l 
ya lkni pa lling singka lt 4 (empa lt) ta lhun penja lra l da ln ma lksimum 12 (dua l bela ls) ta lhun.  

Pa lda l ha lkika ltnya l, a lta ls keduduka ln ya lng merdeka l da ln bebals intervensi, ha lkim berha lk 
sa lja l menja ltuhka ln sa lnksi pida lna l di ba lwa lh minimum khusus a lta ls da lsa lr pertimba lnga ln da ln 
keya lkina lnnya l kepa lda l terda lkwa l. Ha ll tersebut dika lrena lka ln belum a lda lnya l pera ltura ln ya lng 
secalral tega ls menga ltur jika l ha lkim tida lk diperbolehka ln menja ltuhka ln sa lnksi pida lna l di balwa lh 
minimum khusus. A lka ln teta lpi, ka lrena l posisi unda lng-unda lng diuta lma lka ln, ma lka l ha lkim di 
Indonesia l terika lt pa lda l unda lng-unda lng. Denga ln demikia ln, a lga lr bersesua lia ln seha lrusnya l 
ha lkim menja ltuhka ln pida lna l sesua li denga ln ya lng tela lh diteta lpka ln da lla lm peraltura ln 
perunda lng-unda lnga ln. Begitu pula l da lla lm perka lra l na lrkotika l, ha lkim ha lrus berpedoma lna l pa lda l 
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(2013). 
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Unda lng-Unda lng Na lrkotika l da lla lm menja ltuhka ln pida lna l, khususnya l berkena la ln denga ln 
ketentua ln minimum khusus. 

Beberalpa l fa lktor ya lng da lpa lt dija ldika ln seba lga li tola lk ukur oleh ha lkim da lla lm 
menjaltuhka ln sa lnksi pida lna l di ba lwa lh minimum khusus dia lnta lra lnya l, ya litu usia l terda lkwa l, 
keterliba lta ln terda lkwa l da lla lm tinda lk pida lna l na lrkotika l, kemungkina ln terda lkwa l menja ldi 
residivis, dan bera lt ba lra lng bukti na lrkotika l ya lng diperoleh da lri terda lkwa l da ln pera ln terda lkwa l 
da lla lm pereda lra ln na lrkotika l tersebut. 

3.2 Konsekuensi Hukum Penjatuhan Sanksi di Bawah Minimum 
Khusus atas Penerapan Asas the Binding Persuasive of Precedent 
berkaitan dengan Aspek Keadilan  

Pemida lna la ln merupalka ln istila lh ya lng bera lsa ll da lri ka lta l da lsa lr pida lna l denga ln 
pena lmba lha ln a lwa lla ln “pe” da ln a lkhira ln “a ln”. Da lla lm Ba lha lsa l Indonesia l, a lwa lla ln da ln a lkhira ln 
tersebut ya lkni “pe-a ln” merupa lka ln pembentuk ka lta l benda l, sehingga l pemida lna la ln da lpa lt 
dima lkna li sebalga li penja ltuha ln a lta lu pemberia ln pida lna l.13 Pemida lna la ln da lpa lt pula l dia lrtika ln 
seba lgali ta lha lp peneta lpa ln da ln/a lta lu ta lha lp pemberia ln sa lnksi da lla lm hukum pida lna l. Seca lra l 
umum, ka lta l pida lna l sering dia lrtika ln seba lga li hukum, seda lngka ln pemida lna la ln seba lga li 
penghukuma ln.14 Pemida lna la ln merupa lka ln sua ltu ha ll ya lng tida lk terlepa ls da lri pera lna ln ha lkim 
ka lrenal memalng pa lda l fa lkta lnya l penja ltuha ln pida lna l merupa lka ln ba lgia ln da lri kewena lnga ln 
seora lng ha lkim seba lga lima lna l dia ltur da lla lm Unda lng-Unda lng Nomor 48 Ta lhun 2009 tenta lng 
Kekualsa la ln Keha lkima ln. Pemida lna la ln seba lga li sua ltu tinda lka ln berupa l pemberia ln sa lnksi 
pida lnal terhalda lp seora lng ya lng menya lla lhi a ltura ln a lta lu denga ln ka lta l la lin mela lkuka ln sua ltu 
keja lhalta ln. Ha ll tersebut dima lksudka ln seba lga li upa lya l untuk memberi peringa lta ln, ba lik  a lga lr 
pela lku jera l da ln tida lk la lgi mela lkuka ln keja lha lta ln ma lupun seba lga li upa lya l pencega lha ln terha lda lp 
keja ldia ln ya lng serupa l di kemudia ln ha lri.15 Sebena lrnya l, sistem pemida lna la ln da lla lm Unda lng-
Unda lng Na lrkotika l umumnya l ha lmper sa lma l denga ln pemida lna la ln da lla lm KUHP, ya lng terdiri 
da lri pida lna l pokok berupa l pida lna l ma lti, pida lna l penja lra l, pida lna l kurunga ln da ln pida lna l denda l. 
Na lmun, ya lng membeda lka ln a lda lla lh Unda lng-Unda lng Na lrkotika l tida lk menga ltur pida lna l 
kurungaln, pida lna l ta lmbalha lnnya l berupal penca lbuta ln izin usa lha l da ln penca lbuta ln sta ltus ba lda ln 
hukum, serta l sa lnksi a lda lnya l tinda lka ln berupa l reha lbilita lsi medis da ln sosia ll. Kemudia ln, a lda l 
pula l yalng juga l cukup memperliha ltka ln perbeda la lnnya l denga ln ketentua ln sa lnksi pida lna l pa lda l 
umumnyal, ya lkni terka lit bera lt da ln ringa lnnya l sa lnksi pida lna l memperguna lka ln sistem pida lna l 
ma lksimum khusus da ln minimum khusus. Sa lnksi pida lna l minimum khusus disini dia ltur 
denga ln tujua ln melindungi seluruh ma lsya lra lka lt da lri ba lha lya l na lrkotika l, membera lnta ls 
penyalla lhguna la ln na lrkotika l ya lng merugika ln malsya lra lka lt, serta l tentu sa lja l untuk memberika ln 
efek jera l kepa lda l pela lkunya l. Denga ln demikia ln, ketentua ln sa lnksi pida lna l minimum khusus 
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da lla lm ha ll ini memiliki keterka litaln ya lng cukup era lt denga ln tujua ln da lri pemida lna la ln, ya lkni 
seba lgali proses memperta lnggungja lwa lbka ln sebera lpa l ja luh seseoralng bersa lla lh mela lkuka ln 
tinda lk pida lna l da ln da lmpa lk ya lng ditimbulka ln.16 

Pida lna l minimum khusus merupa lka ln sa lnksi pida lna l ya lng pa lling singka lt menurut 
unda lng-unda lng terka lit, ya lng dalpa lt dija ltuhka ln oleh ma ljelis ha lkim pa lda l terda lkwa l. Dalla lm hall 
ini, kejalha lta ln ya lng dila lkuka ln oleh terda lkwa l dia ltur da lla lm unda lng-unda lng khusus di lua lr 
KUHP.17 Menurut Ma lrja lnne Termoshuizen-Alrts, ketentua ln da lla lm perunda lng-unda lnga ln 
suda lh seha lrusnya l memberi sua ltu kepa lstia ln hukum ba lgi wa lrgal nega lra l, sehingga l ha lrus jela ls 
mengenali isi da ln bunyi pa lsa ll ya lng a lda l di da lla lm unda lng-unda lng tersebut da lla lm menga ltur 
ketentua ln pida lna l. Seba lga lima lna l Unda lng-Unda lng Na lrkotika l suda lh jela ls da lla lm menga ltur 
pida lnal minimum khusus ya lng ha lrus dija ldika ln pedoma ln da lla lm menja ltuhka ln sa lnksi pida lna l, 
ma lka l wa ljib ba lgi ha lkim untuk menja ltuhka ln pida lna l ya lng sesua li, ba lik sa lma l denga ln pida lna l 
minimum khusus ya lng dia ltur a lta lu lebih da lri a lga lr dida lpa lt sua ltu kepa lstia ln hukum da lla lm 
penja ltuhaln pida lna l. 

Sementa lra l itu, ha lkim juga l memiliki kebeba lsa ln da lla lm menja ltuhka ln pida lna l berdalsa lr 
pertimba lnga lnnya l. Terka lit ha ll tersebut menja ldika ln tida lk da lpa ltnya l seora lng ha lkim 
dipersalla lhka ln ka lrenal tida lk a lda l sa lnksi ya lng seca lra l jela ls da ln tega ls menga ltur a lpa lbila l ha lkim 
memutus sua ltu tinda lk pida lna l khusus di ba lwa lh ketentua ln minimum khusus. Alka ln teta lpi, 
ya lng menja ldi permalsa lla lha ln a lda lla lh a lpa lbila l ha lkim kura lng bija lksa lna l da lla lm menera lpka ln 
a ltura ln sebelum menja ltuhka ln pida lna l di ba lwa lh minimum khusus, ma lka l da lla lm ja lngka l 
pa lnja lngnya l a lka ln menyeba lbka ln terja ldinya l sua ltu kesenja lngaln yalng disebut dispa lrita ls pida lna l. 
Dispalrita ls pida lna l merupa lka ln sua ltu kondisi ya lng terja ldi ketika l a lda lnya l penera lpa ln sa lnksi 
pida lnal ya lng berbeda l pa lda l tinda lk pida lna l ya lng sa lma l. Denga ln ka lta l la lin, terda lpa lt perbeda la ln 
da lla lm penja ltuha ln sa lnksi pida lna l denga ln ta lnpa l diserta li a lla lsa ln yuridis ya lng jela ls malupun 
a lla lsa ln ya lng sulit diterima l a lka ll seha lt. Da lpa lt dika lta lka ln jikal kebeba lsa ln ha lkim da lla lm 
menjaltuhka ln pida lna l menja ldi sa lla lh sa ltu fa lktor penyeba lb terja ldinya l dispa lritals pida lna l. Ha ll 
tersebut da lpa lt dika lta lka ln denga ln a lla lsa ln ba lhwa l ketika l memperhaltika ln isi Pa lsa ll 5 a lya lt (1) 
Unda lng-Unda lng Keha lkima ln, ma lka l disini ha lkim da lpa lt menja ltuhka ln pida lna l di ba lwa lh 
minimum khusus denga ln mempertimba lngka ln kea ldila ln ba lgi terda lkwa l. Sela lin itu, fa lktor 
ya lng juga l da lpa lt dija ldika ln a lla lsa ln a lta lu penyeba lb terja ldinya l dispa lrita ls pida lna l beralsa ll da lri 
pera ltura ln perunda lng-unda lnga ln itu sendiri. Da lla lm Unda lng-Unda lng Nalrkotika l, khususnya l 
da lla lm Pa lsa ll 112 a lya lt (1) dinya lta lka ln ba lhwa l sa lnksi pida lna l pa lling singka lt 4 a lda lla lh (empa lt) 
ta lhun da ln pa lling la lma l 12 (dua l bela ls) ta lhun. Oleh ka lrena l a lda lnya l ba lta ls minimum da ln 
ma lksimum da lla lm a lnca lma ln pida lna lnya l, ma lka l ha lkim melallui a lsa ls kebeba lsa ln ha lkim ya lng 
meleka lt pa lda l keduduka lnnya l da lpa lt menja ltuhka ln pida lna l kepa lda l terda lkwa l a lnta lra l 4 sa lmpa li 
12 ta lhun. Alpa lbila l terda lkwa l menya lda lri a lda lnya l sua ltu perbeda la ln ya lng da lla lm ha ll ini disebut 
sebalgali dispalrita ls pida lna l, ma lka l terda lkwa l a lka ln la lngsung memba lndingka ln pida lna l ya lng ia l 
terimal denga ln pida lna l ya lng diterima l oleh terpida lna l la lin ya lng jela ls-jela ls mela lkuka ln tinda lk 
pida lnal ya lng sa lma l denga ln dirinya l. Alkiba ltnya l, terpida lna l tersebut a lka ln mera lsa lka ln 
ketidalka ldila ln da ln tela lh menja ldi korbaln a lta ls diskrimina lsi penega lka ln hukum. Pa lda l a lkhirnya l, 
ha ll tersebut a lka ln membua lt terpida lna l tida lk mengha lrga li da ln/a lta lu memperca lya li hukum ya lng 
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a lda l. Dispa lrita ls pida lna l juga l tentu sa lja l memberika ln efek kepa lda l ma lsya lra lka lt, teruta lma l ka lum 
mudal ya lng pa lha lm a ltura ln, sehingga l ketika l ia l mengeta lhui tela lh terja ldi dispa lritals pida lna l ma lka l 
ya lng a lka ln terja ldi sela lnjutnya l ia lla lh muncul mosi tida lk perca lya l da ln pertenta lnga ln oleh 
ma lsyalra lka lt terha lda lp pa lra l a lpa lra lt penega lk hukum ka lrenal tida lk da lpa lt menera lpka ln hukum 
secalral bija lksa lna l.  

Oleh ka lrenal itu, da lpa lt dia lngga lp ba lhwa l penera lpa ln a lsa ls the binding persua lsive of precedent 
da lla lm putusa ln ha lkim ya lng menja ltuhka ln pida lna l di ba lwa lh minimum khusus pa lda l a lkhirnya l 
tida lk da lpa lt menja lmin sua ltu kepa lstia ln hukum ya lng berkea ldila ln ka lrena l meskipun ha lkim 
memega lng ha lk kebeba lsa ln da lla lm menja ltuhka ln hukuma ln, na lmun ha lrus diperha ltika ln balhwa l 
Indonesia l ya lng cenderung menga lnut sistem hukum civil la lw menempa ltka ln sumber hukum 
ya lng uta lma l a lda lla lh unda lng-unda lng. Alta ls ha ll tersebut, ma lka l seha lrusnya l ha lkim da lla lm 
memutus sua ltu perka lra l pida lna l sesua li denga ln ketentua ln minimum khusus seba lga limalna l 
tela lh dia ltur da lla lm Unda lng-Unda lng Na lrkotika l a lga lr kepa lstia ln hukum, kema lnfa la lta ln da ln 
kea ldila ln da lpa lt terca lpa li denga ln seimba lng. 

Denga ln demikia ln, a lpa lbila l memperha ltika ln ba lhwa l tinda lk pida lna l na lrkotika l seba lga li 
tinda lk pida lna l lua lr bia lsa l, suda lh seha lrusnya l ha lkim menja ltuhka ln salnksi pida lna l sesua li denga ln 
hukum positif ya lng berla lku, yalkni denga ln ketentua ln sa lnksi pida lna l minimum khususnya l. 
Sa lnksi tersebut senga lja l dibua lt lebih bera lt diba lndingka ln denga ln pida lna l minimum umum 
denga ln ha lra lpa ln penalnggula lngaln terha lda lp tinda lk pida lna l na lrkotika l da lpa lt menca lpa li halsil 
ma lksima ll. Seba lga li halra lpa ln uta lma l ba lhwa l terda lkwa l jera l da ln tida lk mengula lngi keja lha lta lnnya l, 
serta l peringa lta ln kepa lda l ma lsyalra lka lt a lga lr tida lk mela lkuka ln tinda lk pida lna l na lrkotika l ka lrena l 
seja ltinya l na lrkotika l ha lnya l menimbulka ln kerugia ln da ln merusa lk malsa l depa ln ba lngsa l a lpa lbila l 
disalla lhgunalka ln.  

KESIMPULAN 

Pertimba lnga ln ha lkim da lla lm menja ltuhka ln pida lna l di ba lwa lh minimum khusus a lnta lra l 
la lin dalpa lt mengguna lka ln bebera lpa l tola lk ukur ya lng dia lnta lra lnya l seperti meliha lt usia l terda lkwa l 
ya lng di ba lwa lh umur alta lu tela lh la lnjut usia l, seja luh ma lna l keterliba lta ln terda lkwa l da lla lm tinda lk 
pida lnal na lrkotika l, bera lt ba lra lng bukti na lrkotika l ya lng diperoleh da lri terda lkwa l, da ln 
kemungkina ln terda lkwa l mengula lngi tinda lk pida lna lnya l tersebut. 

Konsekuensi hukum penja ltuha ln sa lnksi di ba lwa lh minimum khusus a lta ls penera lpa ln 
a lsa ls the binding persua lsive of precedent berka lita ln denga ln a lspek kea ldila ln ya lkni a lpa lbila l ha lkim 
menera lpka ln seca lra l penuh a lsa ls kebeba lsa ln ha lkim da ln menja ltuhka ln pida lna l di ba lwa lh 
minimum khusus da lla lm ja lngka l pa lnja lng a lka ln terbuka l kemungkina ln menyeba lbka ln 
terja ldinya l dispa lrita ls pida lna l.  
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